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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

       5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 

berkesimpulan sebagai berikut : 

1) Bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi 

hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh 

Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. 

Akan tetapi perbedaan penjatuhan lamanya pidana dalam putusan ini belum 

dapat menjawab perasaan hukum yang ada dalam masyarakat karena di 

akibatkan dalam pengambilan putusan Majelis Hakim masih berpatokan 

dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingganya isi dari amar putusan ini 

patut di modali profesionalisme dan pengalaman untuk majelis hakim dalam 

melakukan pertimbangan penjatuhan pidana pada terdakwa. 

2) Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar 

karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip 

pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum ‘’Res Judicata Pro 

Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar 

dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting 

dalam proses penegakan hukum di negeri ini. 
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 5.1. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1) Bahwa dalam memutus perkara, majelis hakim tidak harus selalu 

berpatokan dalam surat tuntutan terkait maksimal dan minimal hukumanya 

, akan tetapi dapat memutus perkara secara mandiri dan independent dengan 

berdasar dakwaan, dua alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan 

keyakinan hakim. Sehingga putusan ini dapat menjawab kegelisahan rasa 

keadilan di masyarakat. 

2) Bahwa dalam untuk menciptakan rasa keadilan seyogianya substansi, 

struktur, dan kultur hukum harus benar-benar di terapkan oleh majelis 

hakim tanpa harus menonjolkan salah satunya yakni substansi hukum.  
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